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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2008 

TEN TANG 

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN JEPARRA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah yang menjadi keweenangan pemerintahan daerah sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
eeerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tatun 2008, Pemerintah daerah diharskan 
untuk mengatur dan en1gurus uruSan perherintaha berdasaran 
asars otonomni dan tugas pembantuan 

b. bahwa agar penyelengqgaraan urusan pererintahan yang bersifat 
wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan emerintah Nomor 38 Tahun 20OT 
tentang Pembagian urusan Pererintahan antara emerintah, 
pernerintahan Daerah Prowinsi da Pemerintahan Daerah 
Kaupaten/Kota, dapat terlaksana secara etektit, efisien, dan 
optimal, make urusan pemerintahan tersebut perlu dikelola 
dengan sebaik-baiknya 

¢. balwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan hunt b 
serta untuk melaksanakan ketentuan Pas/ 12 ayat (1) Peraturan 
emerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pertagian Urusan 
emerintahan antars Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 
dean Pererintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Urusan 
emerintahan Yang Menjadi Kewenangain Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Jepara 

" 

Menimbang ;a 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengat 

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Noor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 4389) 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomdr 125, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) 

4. Peraturan emerintah Nomnor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pecyusunan dan Penerapan Stander Pela yanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 4585), 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pernerintahan antara Pererintah, Pererintahan Daerah 
Propinsi an emerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737) 

6. Peraturan Pesiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahu 2007 
tentang Pengesaban, Pengundangan dan Penyebarlasan 
Peraturan Perundang-undangan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 
dan 

BUPATI JEPARA 

MEMUTUSKAN; 

Menetapakan PERATURAN DAEAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN 
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan daerah ini yang dirmaksud dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2Pernerinta han daera.h1 adalah penyelenggaraan uru8an printahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas permbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
system dan prinsip Negara Kesatuan Repulik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-UJndang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945 

3. emerintah Daerah adala Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggaa pemerintahan daerah 
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4. Bupati adalah Bupati Jepara, 

5. Lrusan pernerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 
kewajiban setiap tingkatan dandatau urusan pemerintahan untuk megatur dan 
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang meniadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, melayanl, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat 

6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 
dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pel~yanan dasar 
bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup 
perhubungan, kependudukan dan sejenisnya; 

7 Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan 
oleh pemerintahan daerah untuk diselengqgarakan yang terkait dengan upaya 
mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhas.an Daerah 

BAB II 

URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Urusen Pemerintahan Daerah terdiri atars urusan pemerintahan wajib dan 
nus.an1 per7rintahan pilihan 

(2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dirakcsud pada ayat (1) meliputi 

a. Pendidkan 
b. Kesehatan; 
c. Lingkungan hidup; 
d Pekerjaan umum; 
e. Penataan ruang, 
f Perencanaan pembangunan 
g. Permahan; 
h. Kepemudaan dan olah raga; 
i Penanaman modal, 
j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah, 
k. Kependudukan dan catatan sipil, 

Ketenagakerjaan; 
m. Ketahanan pangan; 
n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o. Keluarga berencana dan keluarg sejahtera; 
p. Perhubungan, 
q. Krunikasi dan informatika, 
r. Pertanathan, 
g. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, 
t. Otonomi daerah, permerintahan ururn, aministrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 
u. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa 
v. Sosial 
w. Kebudayaan, 
x. Statistik, 
y. Kearsipan; dan 
z Perpustakaan; 
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Pasal 3 

(1) Uruse emerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupaka.n uru8an peerintaha yang secara 0ya.ta ad.a, berpOtensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan mnasyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan 
potensi unggulan daerah 

(2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
a. Kelautan dan perikana 
b. Pertanian 
¢. Kehutanan 
d. Energi dan sumber daya mineral 
e. arwisata 
f. Industri 
g. Perdagangan; dan 
h. Ketransmigrasian 

Pasal 4 

Rincian Urusan pernerintahan Wajib dan Uruse Pemerintahan pilihan sebagalmana 
dimaksud pala Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan di Peraturan Daerah inf 

BAB Ill 

URUSAN PEMERINTAHAN SISA 

Pasal 5 

(1) Urusan emerintahan yang tidak tercanturm dalam Lampiran Peraturan Daerah 
ini renjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang penentuannya 
menggunakan kniteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi 

(2) Dalam hal Pemerintahan Daerah yang akan menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu 
mengusulkan kepada pemerintah melalui enter Dalamn Negeri untuk 
mend.apaka1 penetapar0ny.a 

(3) emerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Menter/Kepala Lembaga Pererintah Non Departemen. 

PENYELENGGAAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

Pasat 6 

Dalam menyelenggarakan urusan pererintahan daerah yang menjadi 
kewenangannya, Daerah dapat 
a Menyelenggarakan sendiri; atau 
b. Menugaskan dan atau meryerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut 

kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan 

l 
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Hal hal yang belumn diatur dalarn Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya dialur oleh Bupati. 

Pasal 8 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
J&para Nomor 19 Tahu 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Jepara (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 200.3 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah 
Noor 7),dioabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 

asal S 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatanrya dalam Lemnbaran Daerah Kabupaten Jepara 

itetapkan di Jepara 
pad tanggar 28 08 208 

HENDRO MARTOJO 

Diundangla di Jepara 
Paa tanggal 28 8i .008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

4 
M.'EFFENDI 

LEM8ARAN DAEAH ABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 3 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENTANG 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

UMUM 

Dalam rangka menyelenggarakan rusan pererintahan yang meniadl 
kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Noror 32 Tatun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pernerintah Daerah diharuskan untuk mengatur 
dan mengurus uruan Pemenintahan tersebut berdasark.an as.as 0ton0i aerah' 
dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan urusan 
permerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan 
sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintahan Norr 38 Tahun 20OT 
tentang embagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaban 
Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat terlaksana 
secara efektif efisien dan optimal, ma.ka urusa pemerintahan ter8but perlu 
dikelola dengan sebaik-baiknya 

Semetara itu, berdasaran Pasal 22 ayat (1) Peraturan 
Pererintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
ditegaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan 
pertirbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, yaitu urusan 
pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan 

leh karena itu, untuk merberikan landasan hukum bagi penyusunan 
Rancangan erda tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Perangkat 
Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur 
mengenat urusan pemerintathan wab dan1 uu8an pererintathan pilihan yang 
menjadi kewenangan Daerah 

IL. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Asal 3 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cu#up jelas 
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PAsal 6 
Cukup jelas 

Pasal T 
Cukup jelas 

Pascal B 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 
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! (.__, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 
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